ABSTRAK

Riani Dinarti: “Analisis Terhadap Klausul Pasal 14 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Pada Akad Musyarakah Di BMT Mitra Sadaya Bandung”

BMT Mitra Sadaya Bandung merupakan sebuah koperasi jasa keuangan
syariah. Dalam klausul akad pembiayaan musyarakah nya, salah satu pasal yakni
pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan menyatakan bahwa jika terjadi
perselisihan dalam melaksanakan perjanjian maka pihak dari BMT akan berusaha
untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila dengan cara
musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati, maka
perselisihan ini akan dibawa ke Pengadilan Negeri Bandung tidak ke Pengadilan
Agama.

Tujuan dari penelitian adalah (1) untuk mengetahui latar belakang adanya
klausul pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan pada akad musyarakah di BMT
Mitra Sadaya Bandung, (2) untuk mengetahui penyelesaian perselisihan dalam
akad musyarakah di BMT Mitra Sadaya Bandung, serta (3) untuk mengetahui
harmonisasi antara UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008 terhadap
klausul pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan pada akad musyarakah di BMT
Mitra Sadaya Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah yang menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan diantara kedua belah
pihak sudah menjadi landasan sebagai legalitas kewenangan Peradilan Agama
secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
termasuk satu diantaranya adalah sengketa ekonomi syariah.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang
bertujuan pada penjabaran masalah tentang penyelesaian perselisihan, secara
sistematis dengan memaparkan atau  menggambarkan mengenai penyelesaian
perselisihan di dalam klausul .akad musyarakah dengan pendekatan kualitatif.
Adapun sumber sumber data primer diperoleh secara langsung dari pihak BMT
dalam bentuk wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dari
dokumen perusahaan dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka dapat
disimpulkan bahwa (1) Latar belakang adanya Pasal 14 adalah agar masyarakat
takut untuk berurusan dengan Pengadilan Negeri yang memiliki sifat tegas, dapat
dipercaya, dan anggaran yang lebih mahal jika dibandingkan dengan Pengadilan
Agama, (2) Perselisihan dalam Akad Musyarakah di BMT Mitra Sadaya Bandung
terjadi karena para anggota mengalami kendala dalam setiap pembayaran
angsurannya yang mengakibatkan sengketa/wanprestasi sehingga pihak BMT
merasa dirugikan, (3) Harmonisasi antara UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21
Tahun 2008 terhadap Klausul Pasal 14 tentang Penyelesaian Perselisihan pada
Akad Musyarakah di BMT Mitra Sadaya Bandung belum terjadi
keharmonisasian, dikarenakan sengketa ekonomi syariah sudah menjadi landasan
sebagai legalitas kewenangan Peradilan Agama secara mutlak untuk
menyelesaikan sengketa Lembaga Keuangan Syariah (LKS).



